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Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation and inhibiting factors of the
Protection and Social Security Program for Abandoned Children by the Pekanbaru City Social
Service. The method used is qualitative descriptive by determining several informants as data
sources. Data collection was carried out by means of interviews, observations, and documentation.
All data collected was separated and analyzed one by one to be able to draw descriptive conclusions.
The results of this study concluded that the implementation of the protection and social security
program for abandoned children by the Pekanbaru City Social Service had been running. Indicator
of the program implementation process, it was found that routine and consistent protection and
social security activities were carried out by the Pekanbaru City Social Service in rehabilitating
existing abandoned children. The indicator of the policy objectives was found in implementing the
protection and social security program had been implemented, so that the targeted abandoned
children who received this program received changes in morals, socially, and spiritually. Meanwhile,
the obstacles encountered are budget limitations, lack of trained or competent human resources, lack
of training facilities and resources, lack of community support and participation.

Keywords: Implementation, Program

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan
faktor penghambat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak Terlantar Oleh Dinas
Sosial Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan
menetapkan beberapa orang informan sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul
dipisahkan dan dianalisis satu persatu untuk dapat ditarik kesimpulan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan program perlindungan dan jaminan
sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berjalan. Indikator proses
pelaksanaan program ditemukan bahwa kegiatan perlindungan dan jaminan sosial rutin
dan konsisten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam merehabilitasi anak
terlantar yang ada. Indikator tujuan kebijakan ditemukan dalam melaksanakan program
perlindungan dan jaminan sosial sudah terlaksana, sehingga anak terlantar yang
ditargetkan dan memperoleh program ini mendapatkan perubahan baik moral, sosial, dan
spiritual. Sedangkan hambatan yang ditemui adalah keterbatasan anggaran, kurangnya
SDM terlatih atau kompeten, kurangnya fasilitas dan sarana pelatihan, kurangnya
dukungan dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program
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Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu elemen penting dalam
pembangunan Perlindungan dan jaminan sosial adalah untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup peningkatan standar
hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan
masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan
yang sangat memerlukan perlindungan dan peningkatan pemberdayaan melalui
penerapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung
harga diri dan martabat kemanusiaan. Pembangunan kesejahteraan ini bisa
didapatkan dengan memperbaiki ataupun merumuskan kebijakan dan program
yang tepat bagi masyarakat yang kurang beruntung maupun rentan, sehingga
masyarakat bisa mendapatkan peningkatan derajat hidup yang lebih tinggi.

Kebijakan maupun program yang tepat sasaran dengan memperhatikan
apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat harus di barengi dengan upaya
yang di lakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat, dalam
menentukan kebijakan seluruh proses pembentukan agar nantinya bisa
diimplementasikan di dalam masyarakat, proses pembentukan kebijakan harus
diuraikan secara tepat dengan melakukan penyusunan agenda yang dilakukan
untuk menetapkan kebijakan publik yang tepat dan berlaku bagi masyarakat,
melakukan tahap formulasi dengan melihat dan menyadari masalah penting
dalam lingkungan masyarakat dengan pemerintah sebagai aktor yang
bertanggung jawab melegitimasi langsung atas jalannya proses dalam
menetapkan kebijakan, tahap implementasi sebagai tahap lanjutan dalam
menentukan kebijakan setelah itu dilanjutkan pada tahap evaluasi kebijakan di
mana dalam tahap ini kebijakan yang sudah diimplementasikan diawasi dan
dievaluasi.

Masalah kesejahteraan sosial menjadi salah satu momok yang hingga
sampai hari ini ada dan belum terselesaikan didaerah daerah yang tinggi
penduduk. Masalah kesejahteraan terjadi karena masyarakat atau kelompok
masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dan
wajar karena miskin, terlantar dan cacat. Untuk mengentaskan kesejahteraan
sosial yang ada di dalam masyarakat pemerintah memberikan solusi dengan
merumuskan kebijakan mengenai masalah kesejahteraan sosial melalui
Permensos No 8 Tahun 2012. Masyarakat yang terdata akan dikelompokkan
menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dinas Sosial Kota Pekanbaru melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan
pendataan dan penjangkauan terhadap masyarakat yang membutuhkan
pelayanan kesejahteraan sosial. Dari data yang diperoleh diketahui di Kota
Pekanbaru terdapat banyak anak yang memperoleh perhatian atau bantuan dari
pemerintah, sehingga layak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial
dari Dinas Sosial. Di ketahui bahwa terdapat 9 jenis permasalahan mengenai anak
yang ditangani oleh Dinas Sosial yang salah satunya adalah anak terlantar. Jumlah
anak terlantar dari tahun ke tahun terjadi fluktuatif (peningkatan dan penurunan),
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sehingga dibutuhkan konsistensi program kerja yang mampu memberikan
dukungan sosial kepada anak terlantar agar memperoleh kehidupan yang layak.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar dalam Pasal 4
disebutkan kriteria Anak Telantar terdiri atas:

a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan;

b. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang
mengurus;

c. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau

d. Masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Upaya penyelesaian masalah kesenjangan sosial ini memang sangat
kompleks dalam penyelesaiannya, pemerintah dituntut untuk menyelesaikan
masalah mengenai terpenuhinya kebutuhan anak terlantar, baik dari segi
pendidikan maupun keberlangsungan hidup karena ini merupakan tanggung
jawab pemerintah. Oleh karena itu pemerintah sebagai pengambil kebijakan
merumuskan program program yang disusun oleh pemerintah mengenai
pengentasan kesenjangan sosial di masyarakat, terlebih mengenai penanganan
kesejahteraan anak terlantar. Salah satunya yaitu Pemerlu Pelayanan
Kesejaheraan Sosial (PPKS) agar masalah seperti anak terlantar bisa diatasi
sehingga mampu membawa perubahan di masa depan.

Untuk mengatasi dan menangani masalah kesejahteraan sosial terutama
pada anak terlantar, maka Dinas Sosial telah merumuskan dan membuat program
rehabilitasi sosial yakni: penjangkauan anak terlantar, rujukan anak terlantar, dan
pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar.

Perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah
disusun dan dilaksanakan pada tahun 2023 dan 2024 terlihat bahwa terdapat 3
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani
masalah anak terlantar. Di mana kegiatan tersebut berupa penjangkauan, rujukan,
pemantauan terhadap pemeliharaan anak terlantar dengan jumlah yang menjadi
sasarannya sangat sedikit yakni 10-15 orang setiap tahunnya.

Program perlindungan dan jaminan sosial dalam kegiatan pemeliharaan
anak terlantar terdapat 3 sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan
pada tahun 2023-2024 belum berjalan maksimal. Tahun 2023 jumlah kegiatan yang
dilaksanakan hanya 2 dengan anak terlantar yang dijangkau hanya 10-13 orang,
sehingga dapat dinyatakan tidak sesuai target yang ditetapkan. Kemudian pada
tahun 2024 hanya 2 kegiatan yang dilaksanakan dari 3 kegiatan yang ditetapkan
dengan jumlah anak terlantar yang mampu dijangkau hanya 8 orang, sehingga
dapat dikatakan pada tahun 2024 penjangkauan anak terlantar jauh dari target
yang ditetapkan.

Berdasarkan pra survey yang diperoleh di lapangan, terlihat beberapa
indikasi yang menggambarkan kurang maksimalnya pelaksanaan program
perlindungan dan jaminan sosial. Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan
sebagai berikut :
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1. Program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar
ditetapkan dan dilaksanakan hanya 3 jenis kegiatan yakni penjangkauan,
rujukan, dan pemeliharaan. Namun pada faktanya dalam 2 tahun terakhir
hanya kegiatan rujukan yang rutin atau konsisten dilaksanakan.

2. Tidak tercapainya target dalam penjangkau anak terlantar yang ada di
Kota Pekanbaru untuk pendataan dan diperlihara, sehingga kemampuan
yang ditetapkan hanya 10-15 orang anak terlantar setiap tahunnya.

3. Masih terlihat anak terlantar yang ditemui berada dijalanan sedang
mengamen, mengemis, berjualan, dan sebagainya di beberapa titik jalanan
Kota Pekanbaru dengan kondisi yang tidak terawat atau terurus. Hal ini
mengindikasikan bahwa penjangkauan anak terlantar belum maksimal
dilaksanakan Dinas Sosial.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas, peneliti ingin
mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Untuk Mengetahui
Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Tinjauan Pustaka

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang
dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.
Menurut Mazmanian dan Sebatier dalam Wahab (2017:68) Pelaksanaan adalah
pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang,
namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang
penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Tjokroadmudjoyo (2014:7) Pelaksanaan adalah Proses dalam
bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu
tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek .Westra
dalam Adisasmita (2014:12) menyatakan pelaksanaan adalah usaha-usaha yang
dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah
dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya dan
kapan waktu dimulainya.

Menurut Abdullah (2014:151) Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian
kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri
atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau
kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang
ditetapkan semula.

Dengan demikian pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu
badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan
yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Menurut Wahab (2017:65) pelaksanaan atau implementasi adalah
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-
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kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Harsono (2012:67) menyatakan Implementasi adalah suatu proses untuk
melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam
administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu
program. Menurut Tjilen (2019) implementasi kebijakan publik yaitu suatu
kegiatan dengan sifat interaktif dengan demikian terkait juga dengan beberapa
faktor yang mempengaruhi kesuksesan pada implementasinya. Pendapat
selanjutnya menurut Dunn dalam Tjilen (2019), implementasi kebijakan yaitu
aktivitas untuk melaksanakan kebijakan, biasanya berisi implementasi berbagai
program dan didalamnya sering terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks
dan memerlukan tindakan bersama.

Pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut, dapat dikatakan
bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang
bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.
Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk
melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya
tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap
rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Menurut Grindle dalam Agustino (2018:142) keberhasilan suatu
implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes
(yang tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Hal ini dapat dilihat
sebagai berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertahanya apakah pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (desing) dengan merujuk pada
aksi kebijakannya.

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua
faktor, yaitu:

a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok

b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran

dan perubahaan yang terjadi.

Dengan demikian, maka peneliti menetapkan pendapat Grindle dijadikan
sebagai indikator penelitian yakni proses dan tujuan kebijakan. Kedua indikator
ini saling berkaitan, sehingga dengan melihat dari proses yang merupakan aksi
nyata kebijakan sesuai dengan yang telah dirumuskan diharapkan mampu
mencapai tujuan yang diharapkan dalam memberikan perlindungan dan jaminan
sosial kepada anak terlantar di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial.

Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (goal),
sasaran (objective) atau kehendak (purpose). Sementara itu Jones dalam Abidin
(2020:25) mendefinisikan kebijakan yaitu: Perilaku yang tetap dan berulang dalam
hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk
memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu
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bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam
hubungan dengan sifat dari kebijakan.

Menurut Abidin (2020: 25) kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3
(tiga) tingkatan :

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk
pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang
meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan
umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan
suatu undang-undang.

c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah
kebijakan pelaksanaan.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk
mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan
tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan
keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan
organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan
tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan,
kebijakan hanya menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti
hukum.

Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena
berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata
dan bahasa. Penggunaan tipe ini bertujuan menghimpun fakta-fakta yang ada
pada Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial
Kota Pekanbaru dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program kerja
tersebut, serta upaya menangani hambatan yang ditemukan.
Untuk mengumpulkan data maka ditetapkan key informan dan informan

dalam memperoleh berbagai informasi guna menjawab permasalahan yang
diteliti. Key Informan dalam penelitian ini Kepala Dinas Sosial. Informan pada
penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Terlantar, Staf Seksi
Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, serta Ketua RW/RT di Kota
Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi lapangan dengan
cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul
dipisahkan sesuai kriterianya masing-masing, lalu dianalisis secara mendalam

untuk ditetapkan kesimpulan hasil penelitian.
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Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan faktor penghambat
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Di
mana program kerja perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar
merupakan kewenangan Dinas Sosial dalam hal mensejahterakan masyarakat
Kota Pekanbaru dan juga menjaga ketertiban dan ketenteraman hidup di
masyarakat.

1. Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Anak Terlantar Oleh
Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Indikator pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial dalam
penelitian ini mengacu pada teori yang dirumuskan Grindle, yakni: Proses
pelaksanaan program, dan tujuan kebijakan.

a. Proses Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan program menurut Kogoya, dkk (2020) adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk
pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya
dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan.

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial pada anak
terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru membutuhkan proses
yang tidak singkat berupa penetapan program, konsistensi, dan jenis kegiatan
yang tepat sasaran. Proses pelaksanaan program ini perlu dilakukan untuk
mengurangi jumlah anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru dan sekaligus
sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memelihara anak-anak terlantar
agar mendapatkan kehidupan yang layak.

1) Kejelasan program kerja (maksud dan tujuan, sasaran)

Program kerja yang direncanakan dan akan dilaksanakan dibutuhkan
kejelasan maksud, tujuan, dan sasarannya. Hal ini perlu dilakukan agar program
kegiatan yang dilaksanakan dapat terarah dan terukur, sehingga permasalahan
yang ingin dituntaskan menjadi tepat sasaran.

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas
Sosial Kota Pekanbaru mengenai apa tujuan dari pelaksanaan program
perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar di Kota Pekanbaru diperoleh
informasi bahwa

Untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk

tumbuh dan berkembang secara layaknya anak-anak diusianya. Terutama anak-

anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga atau lingkungan

(Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru di atas memberikan
keterangan bahwa tujuan dari program perlindungan dan jaminan sosial ini untuk
memberikan perlindungan hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan
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untuk tumbuh dan berkembang secara layaknya anak-anak diusianya. Terutama
anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari keluarga atau lingkungan.

Wawancara dengan Ibu Suci Yusmaila, S.STP selaku Kasubbag Umum
Sekretariat Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang maksud dan tujuan dari program
perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar yakni

Untuk memberikan perlindungan sosial bagi anak terlantar melalui pelayanan,

memenuhi kebutuhan dasar anak. Program ini pun sejalan dengan Peraturan

Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang

menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melindungi anak

terlantar (Wawancara pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 pukul 14.00 Wib
bertempat di Ruang Kerja Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Sosial Kota

Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Kasubbag Umum Sekretariat Dinas Sosial
di atas memberikan penjelasan bahwa maksud dan tujuan dari program
perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar ini untuk memberikan
perlindungan sosial bagi anak terlantar melalui pelayanan, memenuhi kebutuhan
dasar anak. Program ini pun sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun
2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak yang menekankan pentingnya peran
pemerintah daerah dalam melindungi anak terlantar.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH
selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai
apa maksud dan tujuan dari program perlindungan dan jaminan sosial pada anak
terlantar yakni:

Bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak

terlantar, melindungi anak dari resiko eksploitasi kekerasan dan penelantaran,

serta mewujudkan keadilan sosial bagi anak-anak yang hidup dalam kondisi
rentan. (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib
bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota

Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di atas
memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan program perlindungan dan
jaminan sosial pada anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab negara
dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak terlantar, melindungi anak dari risiko
eksploitasi kekerasan dan penelantaran, serta mewujudkan keadilan sosial bagi
anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan.

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi
Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai maksud dan tujuan
dari program perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar, yakni:

Untuk melindungi hak-hak anak dan memberikan mereka kesempatan untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal. Terutama bagi anak-anak yang tidak

mendapatkan pengasuhan layak dari keluarga atau lingkungan sekitarnya

(Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib

bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas

Sosial Kota Pekanbaru).
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Tanggapan yang disampaikan Kepala Seksi Rehabilitasi Perlindungan
Anak di atas menerangkan maksud dan tujuan program perlindungan dan
jaminan sosial pada anak terlantar merupakan bentuk perlindungan hak-hak anak
dan memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal. Terutama bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan layak
dari keluarga atau lingkungan sekitarnya. Program ini merupakan tanggung
jawab negara dalam mengambil alih fungsi dan membantu keluarga dalam
memberikan hak yang layak pada anak.

Wawancara dengan Bapak M. Sofi’i selaku Ketua RT 05 RW VI Kelurahan
Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru memberikan pandangan
tentang program perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak
terlantar yang dilaksanakan Dinsos Pekanbaru, yakni:

Pandangan mengenai program perlindungan dan jaminan sosial terhadap

pemeliharaan anak terlantar sangat mendukung terhadap program pemerintah ini.

Masyarakat pun secara sukarela mau membantu dan memberikan bantuan bila

dibutuhkan pemerintah (Wawancara pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025

pukul 17.00 Wib bertempat di Kediaman Ketua RT 05 RW VI Kelurahan

Simpang Tiga).

Tanggapan yang disampaikan Ketua RT yang di mana salah seorang
warganya merupakan anak terlantar yang telah mendapat pemeliharaan dari
Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Program perlindungan dan jaminan sosial pada
anak terlantar merupakan bentuk tanggung jawab bersama baik itu pemerintah
maupun masyarakat, sehingga anak terlantar mendapatkan penghidupan yang
layak sebagaimana mestinya.

Hasil wawancara dengan Ibu Mardiani, S.Pd selaku Ketua RW 02
Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru memberikan
pandangan mengenai program perlindungan dan jaminan sosial terhadap
pemeliharaan anak terlantar yang dilaksanakan Dinsos Pekanbaru, yakni:

Program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sejauh ini sangat membantu

masyarakat yang melaporkan tentang adanya anak terlantar, mereka juga tanggap,
sehingga mendukung terhadap program pemerintah ini (Wawancara pada hari

Selasa tanggal 17 Juni 2025 pukul 16.00 Wib bertempat di Kediaman Ketua

RW 02 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan).

Tanggapan yang disampaikan ketua RW yang diwilayahnya terdapat anak
terlantar yang telah memperoleh bantuan dari pemerintah dari program
perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Di mana
tanggapan yang disampaikan menerangkan bahwa program ini sangat membantu
masyarakat dalam mengatasi masalah anak terlantar, terutama bagi anak-anak
yang tidak memiliki keluarga sehingga anak memperoleh penghidupan yang
layak. Pemeliharaan anak terlantar ini merupakan tanggung jawab bersama baik
itu negara maupun masyarakat, sehingga dengan bahu membahu diharapkan
anak terlantar dapat penghidupan yang layak sebagaimana anak-anak yang
lainnya.
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Observasi yang peneliti lakukan terhadap dokumen-dokumen Renstra
maupun Renja Dinas Sosial Kota Pekanbaru didalamnya jelas tertuang salah satu
program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar. Di mana dalam
program tersebut disebutkan maksud dan tujuannya untuk memberikan hak-hak
anak sebagaimana diamanatkan UUD 1945 bahwa anak terlantar dipelihara oleh
negara. Untuk melaksanakan program ini Dinas Sosial telah menetapkan 3 (tiga)
jenis kegiatan yakni penjangkauan, rujukan, dan pemantauan terhadap anak
terlantar.

Berdasarkan tanggapan dan observasi di atas dapat dikatakan bahwa
program perlindungan dan jaminan sosial merupakan suatu program yang telah
ditetapkan dengan maksud dan tujuan yang jelas. Di mana maksud dan tujuan
tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak terlantar agar
memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana anak seusianya. Selain itu
program ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara
terutama anak-anak yang terlantar agar memperoleh kehidupan yang layak.

2) Konsistensi program kerja

Konsistensi program kerja mengacu pada keselarasan dan kesinambungan
antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari sebuah
program. Ini berarti bahwa program kerja harus dilaksanakan sesuai dengan
rencana awal, dengan target dan indikator yang jelas, serta menghasilkan capaian
yang sesuai dengan yang telah ditetapkan

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas
Sosial Kota Pekanbaru tentang menjaga konsistensi kerja dari program
perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar dalam beberapa tahun
terakhir ini diperoleh informasi bahwa:

Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak

terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan

perkembangan positif (Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul

09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan Kepala Dinas Sosial dapat dijelaskan bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar konsisten dilaksanakan setiap
tahunnya. Terutama pada tahun-tahun terakhir ini program ini berjalan semakin
positif dan banyak memberikan manfaat bagi anak terlantar, sehingga
mendapatkan penghidupan yang layak.

Wawancara dengan Ibu Suci Yusmaila, S.STP selaku Kasubbag Umum
Sekretariat Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang konsistensi kerja dari program
perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang dilaksanakan
dalam beberapa tahun terakhir ini yakni:

Dinas Sosial telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan program ini

melalui berbagai kegiatan. Namun, untuk meningkatkan konsistensi dan

efektivitas program diperlukan terlebih dahulu peningkatan sumber daya,
koordinasi yang baik antar instansi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam

mendukung upaya perlindungan anak (Wawancara pada hari Selasa tanggal 3
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Juni 2025 pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Kasubbag Umum

Sekretariat Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Sosial
menerangkan bahwa Dinas Sosial telah menunjukkan komitmen dalam
melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar
melalui kegiatan penjangkauan, pendataan, dan pemeliharaan. Namun, untuk
meningkatkan konsistensi dan efektivitas program diperlukan terlebih dahulu
peningkatan sumber daya, koordinasi yang baik antar instansi, serta keterlibatan
aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH
selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang
menjaga konsistensi kerja dari program perlindungan dan jaminan sosial terhadap
anak terlantar dalam beberapa tahun terakhir ini, yakni:

Konsistensi kerja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan

positif (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib

bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota

Pekanbaru).

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi
Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai konsistensi kerja
dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang
telah dilaksanakan pada beberapa tahun ini, yakni:

Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak

terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan

perkembangan positif (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul

10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak

Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak menerangkan bahwa
konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak
terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan
perkembangan positif. Di mana setiap tahunnya terdapat berbagai kegiatan yang
ditetapkan dan dilaksanakan dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial
bagi anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru.

Wawancara dengan Bapak H. Amir Husin, ST selaku staf Bidang PDJS
Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang konsistensi kerja dalam program
perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak terlantar yang telah dilaksanakan
pada beberapa tahun ini, menyatakan:

Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak

terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan

perkembangan yang positif. Dinas Sosial berusaha meningkatkan konsistensi dan
efektivitas dalam menjalankan program ini (Wawancara pada hari Rabu
tanggal 25 Mei 2025 pukul 11.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Dinas

Sosial Kota Pekanbaru).
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Tanggapan yang disampaikan Staff PDJS di atas menerangkan bahwa
Konsistensi kerja dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak
terlantar yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir menunjukkan
perkembangan yang positif. Dinas Sosial berusaha meningkatkan konsistensi dan
efektivitas dalam menjalankan program ini, sehingga setiap tahunnya terdapat
anak terlantar yang dipelihara dan diupayakan memperoleh penghidupan yang
layak.

Observasi yang peneliti lakukan terlihat jelas bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial ini senantiasa terus dilaksanakan oleh Dinas
Sosial. Di mana setiap tahunnya Dinas Sosial mengadakan berbagai kegiatan
untuk melakukan penjaringan, pendataan, dan pemeliharaan anak terlantar,
sehingga anak terlantar mendapatkan penghidupan yang layak. Sebagaimana
peneliti perhatikan pada saat dilapangan dengan mengunjungi Selter Dinas Sosial
Kota Pekanbaru baru saja menyelesaikan kegiatan pemeliharaan terhadap
beberapa anak terlantar sebelum dikembalikan pada keluarga dan masyarakat
tempat mereka berada.

Berdasarkan hasil tanggapan dan observasi yang peneliti lakukan dapat
dikatakan bahwa program perlindungan dan jaminan sosial sangat konsisten
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Konsistensi ini terlihat dalam
beberapa tahun terakhir banyak anak terlantar yang dapat dijangkau, didata, dan
dipelihara serta direkomendasikan untuk memperoleh pelatihan dari Dinas Sosial
Provinsi Riau.

3) Jenis-jenis kegiatan

Jenis kegiatan secara umum bisa merujuk pada berbagai macam aktivitas
yang sering dilakukan dan saling berkesinambungan. Salah satu jenis kegiatan
tersebut adalah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dalam merehabilitasi
anak terlantar melalui program perlindungan dan jaminan sosial.

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag.,, M.Ag selaku Kepala Dinas
Sosial Kota Pekanbaru mengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam program
perlindungan dan jaminan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar diperoleh
informasi bahwa:

Memberikan pembinaan, edukasi, dan pemahaman mengenai masa depan anak

(Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib

bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan di atas memberikan penjelasan bahwa Dinas Sosial Kota
Pekanbaru telah memberikan pembinaan, edukasi, dan pemahaman kepada anak
terlantar, sehingga anak terlantar dapat menjalani hidup dengan baik.
perlindungan yang diberikan dengan membuat identitas bagi anak yang tidak
memiliki identitas dan mengembalikan anak yang masih punya keluarga serta
merekomendasikan pemeliharaan anak kepanti-panti bagi anak yang tidak
mempunyai keluarga.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH
selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai
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apasaja jenis kegiatan yang ditetapkan dalam program perlindungan dan jaminan
sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar, yakni:

Memberikan pembinaan, memberi edukasi, memberi pemahaman memenuhi

kebutuhan dasar (makan 3 kali sehari), melaksanakan kegiatan rutin harian

(Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib

bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota

Pekanbaru).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa anak terlantar yang diberikan
perlindungan oleh dinas dilakukan dengan memberikan pembinaan, memberi
edukasi, memberi pemahaman memenuhi kebutuhan dasar (makan 3 kali sehari),
melaksanakan kegiatan rutin harian. Kemudian semua anak terlantar yang telah
didata dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh mulai dari identitas sampai
kepada keluarga yang bisa ditemui.

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi
Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai jenis kegiatan yang
laksanakan dalam program perlindungan dan jaminan sosial terhadap
pemeliharaan anak terlantar, yakni:

Penjangkauan, layanan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial anak,

reintegrasi sosial dan reunifikasi keluarga (Wawancara pada hari Rabu tanggal

25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi

Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Kegiatan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak
dimulai dari melakukan survey lapangan melihat langsung kondisi anak terlantar
dan melakukan pendataan, pemenuhan kebutuhan dasar anak, pembinaan,
melakukan mediasi, kegiatan edukasi dan memberikan pemahaman kepada anak
serta keluarganya.

Hasil observasi penelitian atas kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas
Sosial pada anak terlantar dilaksanakan pada tepatnya pada Selter yang telah
disiapkan di Jalan Abidin Kota Pekanbaru. Sementara kegiatan lainnya seperti
penjangkauan dan pendataan kurang dominan dilaksanakan, dikarenakan
kegiatan ini melibatkan banyak pihak seperti tenaga penyuluh, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan di atas maka dapat
dikatakan bahwa kegiatan perlindungan dan jaminan sosial rutin dan konsisten
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam merehabilitasi anak
terlantar yang ada.

b. Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan adalah berbagai keinginan dan kebutuhan masyarakat
yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan dibuat
untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, baik itu dalam konteks
organisasi, pemerintahan, maupun masyarakat luas. Tujuan kebijakan dalam
penelitian ini adalah rehabilitasi sosial melalui program perlindungan dan
jaminan sosial bagi anak terlantar yang ada di Kota Pekanbaru oleh Dinas Sosial.
1) Target sasaran
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Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas
Sosial Kota Pekanbaru mengenai targetkan dalam program perlindungan dan
jaminan sosial dalam pemeliharaan anak terlantar diperoleh informasi bahwa:
Tidak memiliki target tapi biasanya ada di sekitaran belasan anak terlantar setiap
tahunnya (Wawancara pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib
bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).
Tanggapan para informan di atas menerangkan bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial tidak memiliki target tapi biasanya ada di
sekitaran belasan anak terlantar setiap tahunnya. Pemenuhan hak dasar anak,
perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dukungan pengasuhan alternatif,
untuk peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas lembaga dan
sumber daya manusia
Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH
selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai
targetkan dalam program perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan
anak terlantar, yakni
Pemenuhan hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi,
dukungan pengasuhan alternatif, untuk peningkatan kesejahteraan sosial,
peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia (Wawancara pada
hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja
Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan para informan di atas menerangkan bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial tidak memiliki target tapi biasanya ada di
sekitaran belasan anak terlantar setiap tahunnya. Pemenuhan hak dasar anak,
perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dukungan pengasuhan alternatif,
untuk peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas lembaga dan
sumber daya manusia

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi
Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai targetkan dalam
program perlindungan dan jaminan sosial dalam pemeliharaan anak terlantar,
yakni:

Targetnya anak-anak terlantar sering tidak memiliki KTP/Akta Kelahiran,

sehingga bantuan sosial tidak selalu tepat sasaran (Wawancara pada hari Rabu

tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi

Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan para informan di atas menerangkan bahwa program
perlindungan dan jaminan sosial tidak memiliki target tapi biasanya ada di
sekitaran belasan anak terlantar setiap tahunnya. Pemenuhan hak dasar anak,
perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, dukungan pengasuhan alternatif,
untuk peningkatan kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas lembaga dan
sumber daya manusia.

Hasil pengamatan lapangan melalui penelusuran dokumen Renstra Dinas
Sosial 2021-2026 telah ditetapkan target tahunan untuk pemeliharaan anak
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terlantar, ada 10 anak terlantar ditargetkan setiap tahunnya mendapatkan layanan
pemeliharaan. Faktanya jumlah yang dipelihara setiap tahunnya lebih dari target
yang ditetapkan. Penetapan target ini sebagai indikasi kinerja saja, dikarenakan
faktanya jumlah anak yang dilayani melebihi dari jumlah yang ada dalam Resntra
maupun Renja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dengan demikian jelaslah bahwa anak terlantar menjadi target dan sasaran
yang hendak dicapai setiap tahunnya oleh Dinas Sosial dalam memberikan
perlindungan dan jaminan sosial, sehingga setiap tahunnya dilakukan pendataan,
penjangkauan, dan pemeliharaan agar anak terlantar mendapatkan kehidupan
yang layak sebagaimana mestinya.

2) Dampak pada sasaran program

Setiap program memiliki dampak yang hendak disasar atas sasaran yang
menjadi tujuannya. Untuk itu dalam memberikan perlindungan dan jaminan
sosial kepada anak terlantar, dinas sosial menetapkan sasaran atas program
tersebut adalah anak terpelihara oleh negara.

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas
Sosial Kota Pekanbaru mengenai dampak dalam pelaksanaan program jaminan
dan perlindungan sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar diperoleh
informasi bahwa:

Terpenuhinya kebutuhan dasar anak, pemulihan kondisi psikologis dan emosional,

peningkatan akses pendidikan dan pembinaan, pengurangan angka anak terlantar,

terciptanya lingkungan sosial yang eksklusif dan peduli anak (Wawancara pada
hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang Kerja

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa dalam memberikan perlindungan
dan jaminan sosial anak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, pemulihan kondisi
psikologis dan emosional, peningkatan akses pendidikan dan pembinaan,
pengurangan angka anak terlantar, terciptanya lingkungan sosial yang eksklusif
dan peduli anak.

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH
selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai
dampak yang dicapai dalam pelaksanaan program jaminan dan perlindungan
sosial terhadap pemeliharaan anak terlantar, yakni:

Anak terlantar memperoleh akses terhadap pakaian, papan, sandang, pendidikan,

dan layanan kesehatan yang layak. Penurunan jumlah anak terlantar dari tahun

ke tahun di Kota Pekanbaru (Wawancara pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025

pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas

Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan di atas menerangkan bahwa dalam memberikan perlindungan
dan jaminan sosial anak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, pemulihan kondisi
psikologis dan emosional, peningkatan akses pendidikan dan pembinaan,
pengurangan angka anak terlantar, terciptanya lingkungan sosial yang eksklusif
dan peduli anak.
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Hasil wawancara dengan beberapa orang telantar di Kota Pekanbaru yakni
Gio, Rama Hendra Lesmana, M. Sobri Riski, dan Wahyu Saputra menyatakan
bahwa:

Mereka pernah mendapatkan pendataan, pemeliharaan, dari Dinsos Pekanbaru

selama 1-7 hari. Jenis kegiatan yang anda terima selama masa pemeliharaan yakni

diberi bimbingan belajar, bimbingan keagamaan, kegiatan keterampilan, kegiatan
sosialisasi, di edukasi, dan diberi pemahaman. Aktivitas mereka melakukan seperti
biasa, mengembangkan diri dan aktivitas sosial serta pendampingan untuk kembali
ke keluarga asal, dan pengurusan identitas diri. Setelah keluar dari tempat
pemeliharaan mereka melakukan aktivitas rutin dan bersosialisasi dengan
masyarakat pada umumnya serta ada yang melanjutkan sekolah dan meningkatkan
keahlian sebagai bekal menjalani kehidupan. (Wawancara pada hari Senin
tanggal 2 Juni 2025 pukul 13.00 — 15.00 Wib bertempat di Jalan Diponegoro

Kota Pekanbaru)

Tanggapan yang disampaikan dari beberapa orang anak terlantar
menerangkan bahwa mereka sangat senang dengan perhatian yang diberikan
pemerintah, sehingga mereka merasa mendapatkan kesempatan yang lebih baik
untuk masa mendatang. Setelah keluar dari rehabilitasi sosial mereka kembali
kelingkungan keluarga dan masyarakat dengan menjalankan kehidupan
sebagaimana mestinya. Namun ada juga anak terlantar yang kembali
kelingkungan seperti jalanan dan sebagainya, dikarenakan kurangnya dukungan
keluarga atau masyarakat sekitar.

Hasil observasi yang peneliti telusuri terhadap anak terlantar yang pernah
mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari dinas kondisinya lebih baik
dari sebelumnya. Hal ini diperlihatkan anak sudah terlihat lebih bersih dan ada
yang mengasuhnya, walaupun masalah pendidikan masih belum dapat terpenuhi
dengan baik. Namun secara sosial anak telah memperoleh kehidupan yang lebih
layak dari sebelumnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam segi dampak yang
dihasilkan dari program ini ada perubahan pada anak terlantar yang telah
mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dari sebelumnya. Hasil ini
menunjukkan bahwa perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan kepada
anak terlantar bisa berdampak positif untuk masa depan anak.

3) Tingkat perubahan pada sasaran program

Tingkat perubahan pada sasaran program merupakan perubahan yang
terjadi pada anak terlantar dengan membandingkan setelah memperoleh
perlindungan dan jaminan sosial dengan sebelumnya. Untuk itu diperoleh
informasi mengenai hal ini sebagai berikut:

Wawancara dengan Bapak H. Idrus, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Dinas
Sosial Kota Pekanbaru mengenai upaya kedepannya untuk mengurangi jumlah
anak terlantar di Kota Pekanbaru diperoleh informasi bahwa:

Memberikan bantuan sosial bersyarat dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling

keluarga, peningkatan kualitas layanan pemeliharaan anak terlantar (Wawancara
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pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 09.00 Wib bertempat di Ruang

Kerja Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan
bahwa upaya kedepannya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk
mengurangi anak terlantar adalah dengan memberikan bantuan sosial bersyarat
dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling keluarga, peningkatan kualitas layanan
pemeliharaan anak terlantar, lebih tegas meningkatkan kapasitas panti asuhan,
meningkatkan forum anak dan forum komunikasi perlindungan anak, pelatihan
rutin untuk SDM

Begitu juga dengan hasil wawancara yang disampaikan Ibu Adriyani, SH
selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai
upaya kedepannya untuk mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru,
yakni:

Peningkatan ekonomi keluarga melalui program bantuan sosial, menyediakan

pendidikan gratis dan berkualitas, pendataan dan penjangkauan anak-anak

terlantar, penindakan tegas terhadap orang tua (Wawancara pada hari Senin
tanggal 2 Juni 2025 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Kerja Bidang

Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan
bahwa upaya kedepannya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk
mengurangi anak terlantar adalah dengan memberikan bantuan sosial bersyarat
dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling keluarga, peningkatan kualitas layanan
pemeliharaan anak terlantar, lebih tegas meningkatkan kapasitas panti asuhan,
meningkatkan forum anak dan forum komunikasi perlindungan anak, pelatihan
rutin untuk SDM

Wawancara dengan Ibu Fajrina, S.IP selaku Kepala Seksi Rehabilitasi
Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengenai upaya kedepannya
untuk mengurangi jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru, yakni:

Memberikan bantuan sosial, penegakan hukum terhadap eksploitasi dan kekerasan

terhadap anak (Wawancara pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2025 pukul 10.00

Wib bertempat di Ruang Kerja Seksi Rehabilitasi Perlindungan Anak Dinas

Sosial Kota Pekanbaru).

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan
bahwa upaya kedepannya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk
mengurangi anak terlantar adalah dengan memberikan bantuan sosial bersyarat
dan tepat sasaran. Edukasi dan konseling keluarga, peningkatan kualitas layanan
pemeliharaan anak terlantar, lebih tegas meningkatkan kapasitas panti asuhan,
meningkatkan forum anak dan forum komunikasi perlindungan anak, pelatihan
rutin untuk SDM Dinas Sosial dalam penanganan anak berisiko tinggi,
menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, pendataan dan penjangkauan
anak-anak terlantar, penindakan tegas terhadap orang tua

Observasi yang peneliti lakukan terhadap anak terlantar yang pernah
memperoleh program perlindungan dan jaminan sosial dari Dinas Sosial Kota
Pekanbaru terlihat sudah ada perubahan dalam dirinya dari sebelum memperoleh
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program tersebut seperti penjangkauan dan pemeliharaan. Di mana perubahan
tersebut terlihat ada anak yang sebelumnya putus sekolah, saat ini sudah mulai
kembali ke sekolah. Ada juga anak terlantar yang sebelumnya tidak bisa mandiri
dan hidup sehat, sekarang terlihat sudah mampu merawat dirinya dan hidup
mandiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya.

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar
yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial secara umum berjalan sebagaimana
diharapkan. Namun kegiatan tersebut mendapatkan berbagai rintangan dan
halangan seperti anggaran dan sebagaimana. Namun apresiasi dari masyarakat
terus berdatangan salah satunya dengan memberikan kritik untuk membangun
kearah yang lebih baik pada masa mendatang. Di mana fasilitas dan SDM masih
terbatas, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kategori
anak yang dikatakan terlantar. Saran: peningkatan anggaran dan profesionalisme
SDM, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan pada indikator tujuan
kebijakan dalam melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial sudah
terlaksana sebagaimana diharapkan oleh Dinas Sosial. Dimana anak-anak
terlantar mendapat hak hidup yang layak sebagaimana mestinya.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial Anak Terlantar Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar
yang dijalankan Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak luput dari hambatan atau
rintangan. Adapun faktor yang menjadi penghambat yakni:

1. Keterbatasan Anggaran

Kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas
Sosial Kota Pekanbaru setiap tahunnya telah dialokasikan sejumlah dana
anggaran. Anggaran yang disediakan kurang memadai untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan yang mencakup penjangkauan, rujukan, dan pemantauan.
Anggaran dana yang dialokasikan pada tahun 2024 sebesar Rp. 60.063.000,- untuk
melaksanakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial pada anak terlantar.
Jumlah dana yang sebesar ini tidak mampu melaksanakan seluruh kegiatan
perlindungan dan jaminan sosial, dana ini hanya dimanfaatkan Dinas Sosial untuk
melakukan kegiatan rujukan anak terlantar.

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya sumber daya manusia yang di tempat pada Dinas Sosial dari
jumlahnya hanya 33 orang dan dibantu 18 orang THL. Sedangkan kualitas sumber
daya manusia berasal dari luar Dinas Sosial seperti tenaga pendamping yang
kurang terlatih dalam melakukan penjangkauan anak terlantar, sehingga data
mengenai anak terlantar tidak ada yang valid dan dapat dijadikan patokan untuk
masa mendatang.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial pada anak
terlantar membutuhkan sarana dan prasarana pendukung atau penunjang.
Namun sarana dan prasarana pendukung belum dimiliki Dinas Sosial saat
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melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar seperti peralatan melatih
keterampilan, gedung khusus untuk anak, dan sebagainya.
4. Partisipasi Masyarakat

Keberadaan anak terlantar di Kota Pekanbaru cukup memprihatinkan,
sehingga banyak terlihat anak terlantar di beberapa sudut kota seperti perempatan
atau pertigaan rambu-rambu lalu lintas. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
memberikan laporan keberadaan anak terlantar menjadikan kondisi anak terlantar
semakin jauh dari kata layak, sehingga anak terlantar tidak mendapat perhatian.
Sementara penjangkaun dari Dinas Sosial masih terbatas, sehingga dibutuhkan
partisipasi masyarakat dalam memberikan laporan atas keberadaan anak
terlantar. Selain itu Anak terlantar di Kota Pekanbaru sebagian dari mereka ada
yang memiliki keluarga, namun kurangnya perhatian keluarga menyebabkan
anak terlantar hidup di jalanan dan tidak memperoleh kehidupan yang layak.

Kesimpulan

Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial anak terlantar oleh
Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berjalan. Hasil ini diperoleh dari 2 indikator
penelitian yang ditetapkan yakni: Indikator proses pelaksanaan program
ditemukan bahwa kegiatan perlindungan dan jaminan sosial rutin dan konsisten
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam merehabilitasi anak
terlantar yang ada. Namun tidak semua dari sub kegiatan yang dapat
dilaksanakan setiap tahunnya, seperti kegiatan penjangkauan, pemeliharaan, dan
pengawasan hanya kegiatan pemeliharaan yang dapat rutin dilaksanakan.
Sedangkan untuk kegiatan penjangkauan dilakukan oleh tenaga penyuluh,
sukarelawan, dan sebagainya belum berjalan maksimal yang menyebabkan belum
ada data pasti jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru. Kemudian kegiatan
pengawasan hanya rutin dilakukan pada saat razia, sedangkan pada waktu
lainnya Dinas Sosial hanya menunggu laporan dari tenaga penyuluh,
sukarelawan, atau masyarakat mengenai anak terlantar.

Indikator tujuan kebijakan ditemukan dalam melaksanakan program
perlindungan dan jaminan sosial sudah terlaksana sebagaimana diharapkan oleh
Dinas Sosial, sehingga anak terlantar yang ditargetkan dan memperoleh program
ini mendapatkan perubahan baik moral, sosial, dan spiritual. Kemudian pada
masa mendatang anak-anak terlantar mendapat hak hidup yang layak
sebagaimana mestinya. Namun dalam memberikan perlindungan dan jaminan
sosial pada anak terlantar hanya sebatas rehabilitasi dalam beberapa hari dan
kemudian dikembalikan ke lingkungan atau keluarganya, sehingga perlindungan
dan jaminan sosial tidak banyak mengubah kehidupan anak terlantar menjadi
lebih baik dari sebelumnya.

Hambatan dalam pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial
anak terlantar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah keterbatasan angagaran,
kurangnya SDM terlatih dan kompeten, kurangnya fasilitas dan sarana pelatiah,
kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat. Kesemua hambatan ini menjadi
satu kesatuan, sehingga program perlindungan dan jaminan sosial anak terlantar
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belum mampu menjangkau semua anak dan menghilangkan anak terlantar dari
Kota Pekanbaru.
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